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Abstract
Renewable energy is not merely a technical solution to address disparities in electricity access, it also serves as a communication arena that connects communities, governments, and development partners. This study explores the communication strategies within partnerships implemented by the People-Centered Business and Economic Initiatives Foundation (IBEKA) to empower rural communities through renewable energy. Using a qualitative case study approach, the research reveals that program success is shaped not only by technological availability but also by participatory communication that fosters ownership, trust, and collaboration among stakeholders. Through community dialogues, training, and social organization, community participation increased by 75%, while household incomes rose by approximately 50% through social business models. These findings highlight that communication is not a supporting element, but the very foundation bridging technology, policy, and local needs. Practically, this study offers implications for academics, policymakers, and non-profit organizations to position communication as a central strategy in designing sustainable community empowerment programs based on renewable energy.
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PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan sebagai solusi ketimpangan akses energi. Setiap wilayah memiliki potensi energi terbarukan seperti sinar matahari, aliran sungai, angin, hingga biomassa dari sisa pertanian dan perkebunan. Potensi ini perlu dimaksimalkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor yang berdaya untuk menggunakan energi tersebut dalam memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mendorong perekonomian lokal.
Hingga kini, distribusi listrik di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa meskipun rasio elektrifikasi nasional telah melampaui 99% pada tahun 2023, sejumlah provinsi masih menghadapi tantangan besar, khususnya daerah terpencil seperti Papua, Papua Barat, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan, lebih dari 4.400 desa di wilayah terluar dan perbatasan belum tersambung jaringan PLN karena faktor geografis yang sulit dijangkau. Dalam kondisi seperti ini, teknologi energi terbarukan memang menjadi kunci, tetapi keberhasilan adopsinya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana komunikasi dibangun antara pemerintah, lembaga swasta, akademisi, dan masyarakat.
Tantangan utama bukan hanya teknis, melainkan bagaimana memastikan energi terbarukan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sinilah peran komunikasi pembangunan menjadi sangat penting. Komunikasi yang dialogis, partisipatif, dan saling menghargai memungkinkan masyarakat lokal memahami teknologi, mengidentifikasi manfaat, sekaligus merasa memiliki atas program yang dijalankan. Dengan komunikasi yang baik, listrik tidak hanya hadir sebagai infrastruktur, melainkan juga sebagai simbol keadilan sosial dan jembatan untuk membuka peluang ekonomi baru.
Desa, sebagai unit sosial terkecil, seharusnya memiliki kendali penuh atas sumber daya yang dimiliki. Ketika komunikasi antarwarga berjalan sehat dan masyarakat mampu mengartikulasikan kepentingannya kepada mitra pembangunan, desa akan lebih mudah mencapai kedaulatan pangan, energi, kesehatan, dan budaya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus dipahami bukan hanya sebagai proses teknis pembangunan, tetapi juga sebagai proses komunikasi sosial, di mana masyarakat diberi ruang untuk menyuarakan inisiatif dan berpartisipasi aktif (Badaruddin et al., 2021; Maryani & Nainggolan, 2019).
Dalam perspektif komunikasi pembangunan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan pentingnya pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Proses ini menuntut hadirnya komunikasi dua arah: masyarakat tidak sekadar menjadi objek program, tetapi juga subjek yang berkontribusi aktif. Seperti ditegaskan Astuti (2015), kesadaran kolektif masyarakat muncul ketika mereka terlibat dalam percakapan yang terbuka dan partisipatif untuk mengidentifikasi peluang pembangunan di lingkungannya.
Pengalaman Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) menunjukkan bagaimana komunikasi menjadi fondasi keberhasilan. Hingga tahun 2022, IBEKA membangun 89 pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di seluruh Indonesia melalui kemitraan multi-pihak. Konsep yang mereka usung bukan sekadar transfer teknologi, tetapi komunikasi kemitraan yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, akademisi, hingga sektor swasta. IBEKA menyadari bahwa listrik bukan hanya infrastruktur ekonomi, melainkan juga sarana membangun kepercayaan, solidaritas, dan kemandirian masyarakat.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada strategi teknis dalam mengembangkan energi terbarukan, tetapi juga mengeksplorasi strategi komunikasi kemitraan yang mendasari keberhasilan program. Harapannya, analisis ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor komunikasi kunci yang mendukung keberlanjutan program, serta memberikan panduan praktis bagi pihak-pihak yang ingin mengadopsi model serupa.






LANDASAN TEORI

1. Komunikasi Pembangunan dan Partisipatif
Komunikasi pembangunan berperan sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik, terutama dalam konteks negara berkembang. Menurut Rogers (1986), komunikasi pembangunan adalah upaya terencana untuk menggunakan proses komunikasi guna mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Dalam perkembangannya, model komunikasi pembangunan bergeser dari paradigma top-down menuju komunikasi partisipatif, di mana masyarakat bukan hanya penerima informasi, tetapi juga menjadi pengambil keputusan (Servaes, 2002).
Komunikasi partisipatif menekankan pentingnya dialog, keterbukaan, dan proses dua arah dalam setiap kegiatan pembangunan. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberi ruang untuk mengekspresikan kebutuhan dan aspirasi mereka, sekaligus membangun rasa kepemilikan terhadap program. Dalam konteks energi terbarukan, komunikasi partisipatif menjadi kunci untuk memastikan masyarakat mampu memahami, menerima, dan mengelola teknologi yang dihadirkan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Teori Kemitraan dan Kolaborasi
Kemitraan (partnership) dalam pembangunan dipahami sebagai kolaborasi antar pemangku kepentingan yang memiliki tujuan bersama. Menurut Wong, Fearon, & Philip (2007), kemitraan adalah proses kerja sama strategis yang melibatkan pembagian risiko, sumber daya, dan keterampilan untuk menghasilkan manfaat bersama. Kemitraan dalam konteks pembangunan desa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai ruang komunikasi untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik (Sulistiyani, 2017).
Konsep Public-Private Partnership (PPP) yang sering digunakan dalam pengembangan infrastruktur juga relevan untuk melihat bagaimana komunikasi antar pihak dapat membangun rasa saling percaya, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa komunikasi yang efektif, kemitraan hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Energi Terbarukan
Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat memperoleh kendali atas keputusan dan tindakan yang memengaruhi hidup mereka (Zimmerman, 2000). Dalam konteks desa, pemberdayaan berarti membangun kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya, termasuk energi. Astuti (2015) menegaskan bahwa pemberdayaan menuntut adanya peningkatan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat, yang semuanya dicapai melalui proses komunikasi.
Energi terbarukan, menurut Malamentios (2016), tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis terhadap krisis energi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan komunitas. Keberhasilan pemanfaatan energi terbarukan akan lebih berkelanjutan apabila dikaitkan dengan proses komunikasi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan (IBEKA). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Dalam setiap tahap penelitian, komunikasi menjadi bagian penting. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana mereka terlibat dalam proses komunikasi pembangunan di tingkat desa. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pengalaman komunikasi antara masyarakat, fasilitator, dan mitra program. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika komunikasi antar pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Wong, Fearon, dan Philip (2007), kemitraan adalah pendekatan yang dirancang untuk melibatkan pihak lain dalam partisipasi aktif. Lebih dari sekadar kerja sama, kemitraan merupakan bentuk kolaborasi strategis di mana risiko, sumber daya, dan keterampilan dibagi untuk menghasilkan manfaat bersama bagi kedua belah pihak serta masyarakat luas. Dalam kerangka komunikasi pembangunan, kemitraan dapat dipahami sebagai proses interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan antar aktor. Dengan kata lain, kemitraan tidak hanya menjadi saluran pendanaan, melainkan juga platform komunikasi yang mempertemukan kepentingan berbagai pihak dalam satu ruang dialog.
Kemitraan yang dibangun antara IBEKA dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) menjadi contoh konkret komunikasi kolaboratif dalam mendorong percepatan elektrifikasi desa. Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi teknis, tetapi juga proses membangun pemahaman bersama. Seperti yang ditegaskan Nurjannah (2023), kemitraan yang efektif memungkinkan efisiensi energi dan sumber daya karena adanya komunikasi yang saling melengkapi di antara mitra. Hal ini tampak jelas ketika IBEKA berhasil membangun 89 pembangkit energi terbarukan yang memberdayakan lebih dari 450 desa pada tahun 2022 sebuah capaian yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya koordinasi dan komunikasi intensif di lapangan.
Salah satu pilar penting strategi IBEKA adalah Pemetaan 3S (Sosial, Spasial, dan Sektoral). Proses pemetaan ini bukan hanya kegiatan teknis mengidentifikasi potensi, tetapi juga bentuk komunikasi partisipatif dengan masyarakat lokal. Melalui dialog, diskusi kelompok, dan observasi lapangan, IBEKA berhasil menangkap kebutuhan masyarakat sekaligus potensi sumber daya yang ada. Contoh di Desa Panaruban menunjukkan bagaimana komunikasi dengan warga membuka peluang pemanfaatan energi biomassa, yang kemudian dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Dari proses ini, terlihat bahwa komunikasi mampu menjembatani pengetahuan lokal dengan inovasi teknologi.
Selain pemetaan, pengorganisasian masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan. IBEKA tidak hanya membawa teknologi, tetapi juga mengedukasi masyarakat melalui pelatihan dan workshop yang bersifat interaktif. Pendekatan komunikasi ini mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Data menunjukkan partisipasi meningkat hingga 75% setelah pelatihan dilakukan, membuktikan bahwa komunikasi dua arah mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap potensi energi di lingkungannya.
Lebih jauh, pembangunan berbasis partisipatif menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam menciptakan rasa memiliki. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan pembangkit membuat mereka merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekadar penerima manfaat. Statistik mencatat tingkat keberhasilan proyek meningkat hingga 80% ketika komunikasi partisipatif diterapkan, menegaskan bahwa komunikasi adalah faktor penentu keberlanjutan.
Pilar terakhir adalah pengembangan bisnis sosial. Model ini hanya bisa berjalan jika ada komunikasi ekonomi yang baik antara masyarakat dengan pasar serta pemangku kepentingan lainnya. IBEKA memfasilitasi komunikasi ini melalui pendampingan manajemen dan pembukaan akses pasar. Dampaknya, masyarakat bukan hanya mampu mengelola pembangkit, tetapi juga meningkatkan pendapatan hingga 50% dari penjualan kelebihan energi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga medium untuk memperkuat posisi tawar masyarakat dalam perekonomian lokal.
Namun, strategi komunikasi dalam kemitraan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan masih muncul, misalnya keterbatasan kapasitas teknis masyarakat dan birokrasi yang berbelit di tingkat daerah. Hambatan ini sering kali memperlambat proses implementasi. Akan tetapi, IBEKA berhasil mengatasinya dengan pendekatan komunikasi partisipatif yang fleksibel memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kendala, membangun koordinasi antar pihak, dan mencari solusi bersama.
Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan IBEKA bukan hanya soal teknologi energi terbarukan, melainkan bagaimana strategi komunikasi kemitraan mampu membangun sinergi, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat. Komunikasi partisipatif menjadi fondasi yang menghubungkan teknologi dengan manusia, serta menjamin keberlanjutan program pemberdayaan di tingkat lokal.

KESIMPULAN 
Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis energi terbarukan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang digunakan dalam membangun kemitraan. Pengalaman Yayasan IBEKA menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif menjadi fondasi utama yang memungkinkan masyarakat bukan sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam pembangunan.
Melalui dialog komunitas, pelatihan, dan pengorganisasian sosial, komunikasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 75% dan memperkuat rasa memiliki terhadap program. Statistik juga menunjukkan bahwa keberhasilan proyek meningkat hingga 80% ketika komunikasi dilakukan secara partisipatif dan inklusif. Komunikasi yang efektif juga membuka jalan bagi pengembangan bisnis sosial, yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat hingga 50%.
Tantangan teknis maupun birokratis yang muncul dalam implementasi program dapat diatasi karena adanya komunikasi yang transparan dan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Dengan kata lain, komunikasi berperan sebagai jembatan antara teknologi, kebijakan, dan kebutuhan lokal.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bukan hanya pelengkap dalam program energi terbarukan, tetapi merupakan faktor penentu keberlanjutan. Komunikasi membangun kepercayaan, menciptakan rasa kepemilikan, dan memperkuat kolaborasi. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi akademisi, pemerintah, dan organisasi non-profit untuk menempatkan komunikasi sebagai strategi inti dalam merancang program pemberdayaan masyarakat berbasis energi terbarukan.
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